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WALIKOTA PRABUIULIT

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa untuk menmmdaklanjuti Peraturan Daerah Kota

Prabumulih Nomor 1 Tehun 2013 tentang Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur dan

ditetapkan dengar Peraturan Wa'ikota tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengerdalian Menara

Telekomunikasi.

a.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Repuntik Indonesia Nomor

38175:

Undang-Undang Ncmrar 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881):

2

Undang-Undang Nomor & Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Prabuulih (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 86. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesis Nomor 4113):

3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247),

4

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725):

5.



10.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor $049):

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589).

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20006 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3980):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusar Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737):

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahur 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daeran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penerapan Ijin Gangguan di Daerah:

Peraturan Menteri Kemunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
O/PER/M.KOMINFO/S1/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikas"

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2009, Menteri Pekejaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009.,
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/
M.KOMINFO/02/2009 dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3/P/2009) tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi.



16, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2013

Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAS |

KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud sengan :

Daerah adalah Kota Prabumuiih.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daeran
2

Walikota adalah Walikota Prabumulih.3

Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan
informatika.

4.

Kepala Dinas adalah kepala insiansi yang membidangi komunikasi dan
informatika.

5.

Telekomunikasi adalah setrap pemancaran, pengiriman danfatau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda. isyarat, tulisan. gambar, suara
dan bunyi melalui sistem kawat optik radw atau sistem elektromagnetik lamnya.

6

Tim Texnis Pengawasan dan Pengendalan Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk
melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis
terhadap pembangunan dan penggunaan menara.

Rekomendas: Operasional Pengendaiar Menara Bersyarat adalah
rekomendasi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang membawahi bidang komunikasi dan informatika untuk memberi hak dan
kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi
yang telah ada/akan dioperasionalkan dalam wilayah Daerah. yang berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali can juga untuk
digunakan sebagai dasar penerbitar IMB Menara dan penyelenggaraan
Telekomunikasi.

8
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Menara adalah Menara Telekomunikasi yarg berupa bangunan-bangunan untuk

kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa
rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
simpul. di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

a

Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi. BUMD, BUMN,
Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan
Negara.

Penyelenggara Menara adalah penyelenggara jasa danfatavu jaringan
telekomunikasi yang mendapat izin unuk melakukan usahanya, yang dalam
menjalankan kegiatannya memeriukan menara BTS yang selanjutnya menjadi
renyewa/pengguna menara.

Penyedia Menara adalah perseorangan. Keserasi. BUMD, BUMN atau Badan
Usaha Swasta yang memiliki dan menge.ola menara telekomunikasi untuk

digunakan bersama oleh penyelenggara te!ekomunikasi.

12Pa

Pengelola Menara adatah badan usana yang mengelola dan/alau
mengoperasikan menara yang dimilik: oleh pihak lain.

Menara Eksisting adalah menara tesskomunikasi yang telah berdis dan

beroperasi di Kota Prabumulih hingga periode disusunnya Master Ce Planning

Menara Bersama adalah menara teiekomunikas: yang dapat digunakan secara
bersama-sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.3

Menara Tunggal adalah menara telekomurikasi yang bangunannya berbentuk
tungga! tanpa adanya simpul-simpul rangxa yang mengikat satu sama lainnya.

16

Menara Mandiri/Self Supporting Tower (SST: adalah menara telekomunikasi

yang memiliki pola batang yang disusur. dan disambung sehingga membentuk
rangka yang berdiri sendiri tanpz adanya sckongan lainnya.

Merara Kamuftase adaiah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang
dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya
dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang
terbentuk dari simpul baja.

Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara
telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian
azas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipilistruktur konstruksi yang
Sapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya
secara jelas dan tepat.
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21.

Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200
meter) dari titik pusat area cell pian yang berisikan menara-menera eksisting
per posisi sebelum kegiatan penyusunan cell plan sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah. Apabila dalam zona dimaksud tidak
dimungkinkan secara teknis maka ada toteransi tertentu pada saat perencanaan
pembangunan.

Zona Celi Plan Baru adalah zona area dalam radius dua ratus meter (206
meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang
berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan
zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-
menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis
maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.

Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis
Can kepadatan telekomunikasi di Kota Prabumulih.

42

Badan adalah sekumpulan orang danfatatz modal yang merupakan kesatuan.
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, fimma, kongsi. koperasi, dana pensiun. persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa. organisasi sosial politik. atau
organisas!: lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetas.

Ceh Planing adalah proses perencanaan can pembuatan zona-zona area untuk
penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan
standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan
pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik tayanan
sejular.

Ce pian adalah area Cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai
daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

2 ka)

Titik Cefi Plan adalah titik pusat jari-jari Ingkaran yang dirdentifikasi dengan
koordinat geografis (longitude, Jaftitude) yang membentuk zona pola persebaran
Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.

Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara
telekomunikasi.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara adzlah izin mendirikan bangunan yang
d:berikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik menara telekomunikasi untuk
membangun baru atay mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaks dengan
memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian dan beban menara.

CO
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33.

36.

39.

Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dayat menimbulkan bahaya, kerugian,
dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha'kegiatan yang telah ditunjuk oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Micro celf adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area/
radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau
oleh BTS utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
pada area yang padat trafiknya

Serat optic adalah sejenis media dengar karakteristik khusus yang mampu
menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang
besar.

C3)

Base Transceiver Station (BTS) adalah perangkat stasiun pemancar dan
penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.

52

Kawasan Keseftamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan
ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP

BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara
temporer pada lokasi tertentu dan dsoperasicnalkan dalam jangka waktu yang
tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi
sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi
kebutuhan kapasitas ltntas sistem komunikasi seluler.

54

Jaringan Utama adalah bagian dari 'ar.ngan mnfrastruktur telekomunikasi yang
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi
sebagai central frunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller
(BSC)/Radio Network Controller (RNC). dan jaringan transmisi utama
(backbone transmission).

35

Corporate Social Responsibility (CSR! adalah partisipasi dan peran serta
penyelenggara telekomunikasi/provider dalam akselerasi kegiatan
pembangunan daerah.

n

Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi) yang didasari
suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan
persyaratan non teknis menara telekomunikasi.

Yi

Pengawasan adalah suatu upaya yang s:ssematik untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi.
untuk membandingkan kinerja aktuai dencan siandar yang telah ditentukan,
yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

3R
ia)

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oieh orang pribadi atau Badan.
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Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan
pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara
telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya
menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan terkart

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atav badan yang menurut perundang-
undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau atau pemotong retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian keg'stan mulai dari penghimpunan data
objekdan subjek retribusi. penertuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wai:b retribusi sampai pengawasan
penyetorannya.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Prabumulih.

Surat Izin Operasional Menara (SIOM) adalan surat keterangan yang diberikan
oleh Dinas kepada orang pribadi atau badar. sebagai sarana pengawasan dan
pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai
peruntukannya.

Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara
tiga dimensi yang membatasi besarar. maksimum bangunan menara yang
diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan
lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
harmonisasi.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adaish standar yang ditetapkan oleh Badar:
Standarisasi Nasional dan bertaku secara rasional.

Suraf Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPJdORD) adaiah permohonan
pendaftaran Wajib Retribusi sebagai dasar penerbitan NPWRD.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pembayaran
retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi.

49

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi
yang menentukan besarnya Retribusi yang terulang.



51. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adaiah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang
ke kas daerah atau tempat pembayaran lair yang ditetapkan oleh Walikota.

52. Surat tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebin Bayar (SKRDOLB) adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi jebih besar daripada retribusi yang terutang atau
yang seharusnya terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini ciraksudkan untuk mengatur dan
mengendalikan setiap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang meiputi
kegiatan Perizinan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Teiekomunikasi di
wilayah Pemerintahan Kota Prabumulih.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota in: adalah:

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 'ayanan jasa telekomunikasi
dengan memperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan. keamanan, kesehatan.
keindahan, keserasian dengan lingkungan sekitar dan kejelasan identitas.

b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penyelenggara
Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah da-am merencarakan, melaksanakan,
mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan
menara telekomunikasi.

C. Memberikan tambahan Pendapatan Asii Jasrah (PADI.

Pasat 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Master Celi Planning.
b. Tata Cara Pengajuan Rekomendasi dar. Pesizinan Menara.

Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Terhadap Menara.o

d. Mekanisme Pemungutan Retribusi Menara.

e. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendailan Menara.
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BAB III

MASTER CELL PLANNING

Pasal 5

Celi Planning meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang
dituangkan dalam Titik Zona Menara.

Celi Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan
RTRW, RDTRKP, RTBL, standar kualitas pelayanan telekomunikasi,
keamanan, keselamatan, estetika, sera kesinambungan usaha dan
pertumbuhan industri.

Setiap Zona Menara Eksisting dan/atau Zona Menara Baru sebanyak-
banyaknya ditempati oleh 4 (empat) Menara Telekontunikasi.

Celi Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan Sari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGAJUAN REKOMENDASI DAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

(1)

N »

Pasal 6

Penyedia Menara pada saat membangun menara wajib memiliki :

a Rekomendasi Kepala Dinas yang berwenang:
b. IMB Menara:
c. Izin Gangguan.

Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memperhatikan ketentuan peraturan perurdang-undangan dan dilaksanakan
oleh SKPD yang membidangi masalah telekomunikasi dan informatika.

Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan
melalui Perangkat Daerah yang menangani verizinan.

(3)

Pemberian Izin Ganguan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf c
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan
melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

(4

Pasal 7

Permohonan Rekomendasi Dinas sebagaimana c:rnmaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a,
diajukan oleh Penyedia Menara kepada Walikota melalu: Dinas, dengan
melamp.rkan persyaratan yang tertuang da:a”! bentuk dokumen sebagai berikut

b

bukti identitas diri pemohon:

akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asas: Manusia.



surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama.

persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian
Menara,

d.

Izin Lingkungan dan dilengkapi dengan fitik koordinat pengukuran frekuensi
dan pengkajian radiasi gelombang:

gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi. denah, tampak
potongan dan detail, serta perhitungan struktur:

Spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis
pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah,

e.

4

9.

Menara yang dibangun di wilayah KKOP wa:is menyertakan hasil kajian teknis
dari SKPD bersangkutan dan Rekomerdasi Walikota Langsung,

h:

Spesifikasi teknis struktur atas Menara, r-eliputi beban tetap (beban menara

dan beban tambahan), beban sementara iangin dan gempa). beban khusus,
beban maksimum Menara yang diizinsan. sistem konstruksi, ketinggian
Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 8

Permohonan IMB Menara sebagaimana giraksi.d Pasal 8 ayat (1) huruf b. diajukan
oleh Penyedia Menara kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menangani
perizinan, dengan melampirkari persyaratan sebagai berikut :

a

b.

7.

1

Status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan:

Bukti identitas diri pemohon:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Tanda 'unas Pajak Bumi dan Bangunan !PBB) 3 (tiga) tahun terakhir,

Akta pendirian perusahaan besema perubahannya yang disahkan oleh
Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Penyedia Menara yang
berstatus perusahaan terbuka:

Surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama.

Persetujuan dari warga sekitar daiam radius sesua: dengan ketinggiar:
Menara:

Apabila menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izm

Gangguan dan Izin Genset:

Rekomendasi Dinas:

Persyaratan lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani
perizinan.

Pasal 9

Setiap Pengelola Menara wajib memiliki SIOM, kecuali Menara khusus
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Walikota ini.

Cc.

d 3

e

g.

h

&



(2)

(3)

(1,

1

SIOM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.

Persyaratan Pengelola Menara mendapatkan SIOM sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Fotokopi IMB Menara,
b. Tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara:
€C. Mengisi formulir laporan kondisi Menara yang ditandatangani oleh

Pimpinan Perusahaan.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

Bangunan Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu.
a. Menara Tunggal,
bh. Menara MandirvSsff Supporting Tower (SST):
Cc. Menara Kamuflase.

Selain Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk
digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknolog:.
kebutuhan dan tujuan efisiensi.

2)

Pembangunan Menara sebagaimana dimaxsus pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Penyedia Menara.

(3)

Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
a. Penyelenggara Telekomunikasi.
b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

(4)

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi waib memperhatikar RTRW, Master
Ceii Plan, Keamanan, Ketertiban, Estet:ka ser Kebutuhan Tesekomunikasi

Pembangunan Menara Telekomunikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (li
dapat dibangun diatas permukaan tanah maupun bagian bangunan gedung.

(2)

Struktur bangunan Menara Telekomunikasi yang dibangun d! atas permukaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 12) mampu menampung sekurang-
kurangnya 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.

(3)

Penyedia Menara Telekomunikasi saat
mn” »mbangun Menara Telekomunikasi

Bersama pada bagian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib .

a. Menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan:
b. Memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung:

. Tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung:
. Memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 12

Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan Menara
kepada warga sekitar dalam radius ketinggian Menara.

D
2
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(1

(3

(15

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengasuransikan
bangunan Menara dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan
akibat dari adanya pembangunan Menara.

(2

Apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi orang
perorangan ataupun masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, maka resiko
dan kerugian akan ditanggung secara bersama oleh penyedia menara dan
Penyelenggara Telekomunikasi.

(3)

Pasal 13

Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku
tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan Ingkungan dengan
memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi Menara dengan mempertimbangkan:
a. Ketinggian Menara:
b. Struktur Menara,
Cc. Rangka struktur Menara:
d. Pondasi Menara:
e. Kekuatan angin:
£ Konstruksi tahan gempa.

Pasal 14

Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang
jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pentanahan (grounding):
b. Penangkal petir:

Catu daya (power suppiy):
3. Lampu halangan penerbangan (Awatian Dbstruction Light):
e. Marka halangan penerbangan (Avaticn Oostruction Markingi,
f. Pagar pengaman.

12)

3

Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Nama Penyedia Menara dan/atau Pengelola

Menara.b. Lokasi dan koordinat Menara:
z. Tinggi Menara:
d. Tahun pembuatan/Pemasangan Menara.
e. Penyedia Jasa Kontruksi:
f. Beban maksimum Menara:
9. Nomor IMB Menara:
h. Nomor telepon darurat.

Pasal 15

Dalam hal kebutuhan Telekomunikasi paca kawasan padat pelanggan yang
tdak dapat dibangun Menara, Penyelenggara Tetekomunikasi dapat
menggunakan perangkat Micro Cell dan/atau perangkat lunak radio link yang
dihubungkan dengan Serat Optik.



(2)

(3)

Penempatan perangkat Micro Cell dan Serat Optik sebagai pengganti radio
link pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota
serta keserasian dengan lingkungan.

Pemasangan perangkat Micro Ceii sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2) tipe outdoor pada Bangunan Gedung dan sarana perkotaan wajib
memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 16

Dalam hal penggunaan Serat Optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila
memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Walikota.

14)

BAB VI

ZONA BEBAS MENARA
Pasal 17

Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara
Mandiri meliputi.

kawasan kantor pemerintah.
kawasan pendidikan:
kawasan militer:

. kawasan rumah sakit dan puskesmas:
. kawasan Pariwisata:
kawasan Cagar Budaya:
kawasan pemakaman umum.

(1

yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian Menara yang akan dibangun dari
patas terluar kawasan ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.

O
9.
0.

Zona Bebas Menara untuk lokasi pembarsinan semua jenis Menara meliputi
a. sempadan sungai:
D. sempadan situ/danau'waduk/bendungar:

(2

Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidax
berlaku untuk Menara khusus.

(33

Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk
kepentingan sebagai berikut:

Meteorclogi dan geofisika:
Navigasi:
Penerbangan:
Pencarian dan pertolongan keceiakaan:

. Penyelenggaraan Telekomunikasi kkusus instansi pemerintah:
Transmisi jaringan Telekomunikasi utama (back bone):
Televisi:

. Radio siaran:
Radio amatir:
Komunikasi antar penduduk.

TA
Ap

AO



(5) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iidak membatasi

(2)

(2)

hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Telekomunikasi pada Zona
tersebut.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN
MENARA TELEKOMUNKASI

Pasal 18

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara
berkala setiap tahun.

(1

Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi barguran Menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Waliko:a welaiui Dinas

Pasal 19

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan
pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan'atau penggantian dahan dan'atau
perlengkapan Menara, serta kegiatan selenis lainnya berdasarkan pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan Menara.

1

Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang memenuhi kualifikasi dan diiaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatar kerja.

(D

Pasal 20

Penyedia Menara danfatau Pengelola Msnara dapat melakukan kerja sama
dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan
Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Melaiui SKPD yang
membidangi urusan telekomunikas: dan informatika.

«1

Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajiv memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan
larangan praktek monopoti dan persangar. usaha tidak sehat.Uu

Pasal 21

Pengawasan dan pengendatian terhadap Menara dilakukan oleh SKPD yang
membidangi masalah telekomunikasi dan informatika.

Pengawasan dan pengendalian Gilakukan melalui pemeriksaan administrasi
Gan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi. serta monitoring
dan evalyasi.



(4)

Hasii dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota untuk
dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

Penetapan besarnya tarif retribusi pergendalian menara telekomunikasi
ditetapkan 2Y5 (Dua Persen) dari NJOP bangunan menara.

(1

Contoh perhitungan tarif retribusi sebagarmana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(2)

Besarnya NJOP bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (!)
dihitung berdasarkan ketetapan dari Kantor Pajak Pratama atau
Institusi/Lembaga yang membidangi

(3)

Penetapan NJOP bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan Walikota

(4

BAB IX

MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 23

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Wajib Retribusi wajib mengisi SPJORD untuk mendapatkan NPWRD.

Format SPdORD sebagaimana tercartum salam Lampiran II! Peraturan ini.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Format SKRD sebagaimana tercan:um dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Ls2)

19

ki

(S)

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang pembayaran, dikenakan sanesi administrasi berupa bunga sebesar
2x (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

YAN

Format STRD sebagaimana tercantum da'am Lampiran V Peraturan ini.(7)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului
dengan surat teguran.

(8)

Format surat teguran sebagaimana tercantum datam Lampiran VI Peraturan
ini.

(9j

Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau(10)



(11)

Pa
nt
ai

— —
—

(2)

41)

surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah ? (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

SKPD yang membidangi Pos dan Telekomunikasi ditunjuk sebagai wajib
pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB Xx

MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 24

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan Inas
sekaligus.

Retribusi yang terutang harus dilunas: paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

31

Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana d'maksud pada ayat (3) adalah Kas
Daerah Kota Prabumulih pada Bank Sumsel-Babel Cabang Kota Prabumulih
danfatau Bendahara khusus penerima pada Dinas.

"4

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel-Babel Cabang Kota
Prabumulih, Wajib Retribusi diharuskan menyampaikan fotocopy bukti setoran
atau bukti transfer ke Kepala Dinas

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada
Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kal: dua puluh empat) jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Walikota.

(6)

Pasal 25

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasat 24, diberikan tanda bukti

pembayaran berupa SSRD.

Format SSRD sebagaimana tercantum da:am Lampiran VII Peraturan ini.12)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.(BD

BAB XI

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 26

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi hanya kepada
Walikota melatui SKPD yang ditunjuk atas SKRD yang diterima.
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(2)

(1)
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Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib relribusi dapat menunjukkan retribusi

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

13)

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

S$4)

Pergajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi Gan

penundaan penagihan retribusi.

Pasal27

Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (enam) bulan sejak tanggai surat
keberatan diterima akan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pacia ayat it) ada'ah memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapai berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak atau menambah besa:rya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1: telah lewat dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan

(4)

Pasal 28

Apabila pegajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2x5 (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud zada aya! (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Format SKRDLB sebagaimana tercantur: dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 29

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihazuskan.
(1

Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diputuskan
setelah dilakukan peninjauan dan revisi o:eh SKPD yang berwenang, diajukan
kepada Walikota dengan persetujuan Dewan Penwakilan Rakyat.

(3)
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BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 30

Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota
melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran
retribusi.

Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihar. pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikarulkan dan SKROLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bu'an.

SKRDLB disampaikan kepada wajib retribus: paling lama 7 (tujuh) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Berdasarkan SKRDLB, wajib retribus: mengajukan pencairan dan kelebihan
pembayaran retribusi kepada Kepala D:nas.

Apabila Wajib Retribusi mempunya: utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran senagaimana dimaksud pada ayat (11
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB

a

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
ewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan
imbalan bunga sebesar 24x (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

Pengeluaran surat teguran/peringatan/sura: lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7

Itujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.



(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tangge' surat teguran atau peringatan atau
Surat lain yang sejenis, wajib Retribus: narus melunasi Retribusinya yang
terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana yang Simaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

(11 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 ftiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :

a. Diterbitkan surat teguran:
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.

-- ng Ng

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

is! Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

—
- K3
)

— Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohenan xeberatan oleh wajib Retribusi

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

11) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

21 Pemberian pengurangan, kermganan dan pembebasan sebagaimana
cimaksud ayat (1). dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

(3) Tata cara pegurangan. keringanan dan bembebasan retribusi dilakukan
seielah diadakan revisi dan penitaian oleh SKPD yang berwenang, disetujui
oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat.
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BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 35

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daiam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi.

Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Wal:kota.

Wajib retribusi yang diperiksa wajib.
a. Memperlihatkan dan! atau meminjamkar buku ateu catatar. dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen :ain yang berhubungan dengan objek
retribusi yang terutang:

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan:

£. Memberikan keterangan yang diperlukan

(3)

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi dan

dilaporkan kepada Walikota.

Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX Peraturan ini.

BAB XVI!

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(1

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud paca
ayat (1) diatur dan ditaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota tentang
Standarnisasi honorium Kegiatan.

13)

BAB XVI»
TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal37

Dalam rangka Pengendalian dan Peryawasan Menara Telekomunikasi.
Walikota membentuk Tim Teknis Terpadu.

Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Satuan Polisi Pamong Praja,
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(2)
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Dinas Pekerjaan Umum Kasubdin Tata Kota. Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PLN.
Kecamatan dan Kelurahan/Desa wilayah Kota Prabumulih.

Wewenang Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliput :

a. Penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan

penggunaan Menara:
b. Mediasi perselisihan antara Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara

Dj

dengar masyarakat:
C. Penanganan kejadian luar biasa yang dapat mengancam keamanan dan

keselamatan masyarakat.

Hasil dari Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dilaporkan
kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan
selanjutnya.

BAB XIX
SANKSI
Pasal 38

Dalam hal terdapat pelanggaran, Walikoia setelah mendapat Rekomendasi:
Tim Teknis dapat memberikan sanksi admin:stratif.

Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan
peringatan secara tertulis sebanyak 3 itiga) kal: berturut-turut dalam

tenggang waktu masing-masing 7 ilujuh: hari kalender oteh Pemerintah
Daerah.

Pasal 39

Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
Pasal 38 ayat (2), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak

mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka
dilakukan pencabutan IMB Menara.

(1

Pencabutan IMB Menara sebagaimana dmaksud sada ayat (1), ditetapkan
oleh Walikota

Pasal 40

Menara yang dibangun tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan penetapan
Celi Planning wajib mendapatkan Izin Prinsip dari Walikota atau akan segera
dibongkar.

d4

Pembongkaran Menara sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) ka:i berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalerder dari masa
diterimanya surat peringatan.

id



Pasal 41

(1) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada pasal 40 dapat dilakukan oleh

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Menara yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai dengan Ceff Planning
dan tidak segera dibongkar oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola
Menara, maka Pemerintah Daerah dapat membongkar paksa dan kepada
pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4z

(1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Ce! Planning, namun belum

memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah. dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan sudah harus memiliki MMB Menara.

i2' Menara eksisting yang lokasinya sesua: dengan Cel/ Planning, dan telah
memiliki IMB Menara namun telah hat:s jangka berlaku perizinannya, setelah
Peraturan Walikota ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan sudah harus memiliki IMB Menara.

(3) Menara eksisting yang memiliki IMB Menara tetapi lokasinya tidak sesuai Cel/

Planning, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.

idh Penyedia Menara dan/atau Pengetola Menara yang telah memiliki IMB Menara
namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Walikota ini

ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan xetentuan-ketentuan dalam Peraturan
Walikota ini.

(5) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara, dan tidak memproses
perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah
Peraturan Walikota ini ditetapkan, Penyedia Menara dan/atau Pengelola
Menara wajib membongkar Menaranya.

i6! Menara eksisting yang lokasinya sesua dengan Celi Planning dan telan
memiliki IMB Menara. setelan Peraiuran Walikota ini ditetapkan wajic
melakukan registrasi IMB Menara dalam :argka waktu paling lambat 3 itiga)
bulan.

Ke
ji

7) Menara eksisting yang telah memiliki IMB Menara apabila akan menjadi
menara bersama dalam hal ini wajib melaporkan jumlah penambahan operator
telekomunikasi kepada Dinas yang membidangi telekomunikasi.

(81 Apasila terjadi peralihan pengelolaan menara / merger. maka operator
telekomunikasi dan operator menara yang bersangkutan wajib melaporkan
kepada Dinas yang membidangi telekomunikasi.



BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Prabumulih,

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal (CG Fabumei 2015

WALIKOTA PRABUMULIIH,

S
IDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih “
pada tanggal W Febuari 2015 N
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

|

H. DJOMARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR .1#
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LAMPIRAN |! PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR: 8 TAHUN 2015
TANGGAL : We Feluin 2015

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUS!

. Sebuah Menara telekomunikasi di Kota Prabumulih yang berdiri diatas
tanah dan digunakan sebagai menara Telekomunikasi Mandiri :

NJOP Tanah “Rp. 50 599.000.-
NJOP Bangunan Menara: Rp. 550 529.000,-
Tarif Retribusi Pengendalian Menara :

2 2 Yh Xx (NJOP Tanah # NJOP Bangunan Menara)
22 hb x (Rp. 50.000.000,- 4 Rp. 359.000.000,-)
22 ho x Rp. 400.000.000,-
2 Rp. 8.000.000,-

4

Besarnya tarif retribusi pengendalian rrenara tetekomunikasi sebesar
Rp.8.000.000.- (Delapan Juta Rupiahi

. Sebuah Menara telekomunikasi di Kota Prabumulih yang berdiri di atas

Gedung :

NJOP Tanah Rp. 200 6c0.000.-
NJOP Bangunan Menara - Rp 120 CC9.000,-
Tarif Retribusi Pengendalian Menara
2 2 Ww x NJOP Bangunan Menara
32 wx Rp. 126.000.000.
7 Rp. 3.400.009,-

2

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar
Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratuis Ribu Rupiah.

WALIKOTA PRABUMULIH,

AFZIIDHOLAM



- LAMPIRAN IH PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
OMR: & TAHUN 215
TANGGAL : KG eeaaei 2015

FORMIULIR SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

aa NOMOR FORMULIPMRINTAH KOTA PRABUMULH

i CINAS/BADAN/ BIRO -

— Laman 0 L 2 LA LA LL La NA NN D0 0 ... 2...

D
ALAMAT5 neo Nana kta ae

tama o. Lo.
FORMULIR PENDFTARAN

WAJIB PAJAK/ RETRIUSI PRIBADI/ BADAN

Kepada Yth.

Di
PERHATIAN :
2. ran dusi dalam rangkap 2 idua) dengar huruf CETaK
2. Beri randa V pada kotak yang tersedia untuk jawabpa yang Curikaa
Ro Sanaiah Iermulir oondaftarar iri ctisi dan citandatarpari, Gan. siserah sar kemiali cepa3a Kepala Diras/badar

Rere: Kota Prabumuslih, langsung ari ln nelalu pes galirg lamsar tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI/BADAN
IL... Namno Lawpkags . .
2. Kewarpanggarazn 2 lw: —

WNA
3. Apns tempat tinggal

— .
Isan/Nomor

aa aan Sa

RTRW
NN

kelurahan
Ners Toleayan
Kodr Pos . Da | . :

To reda ko yi
Lg TP Tn IL. paseon

NG. zen Ig! Sarda Buksr Uji“
1? 901 Copy silampark3r) .

#39. dan Tg! Kartu Keluarga
#Phate copy dilampirkan) -.. Le —ron ne

HL
5 HE —

2. Fexer:aan/Usana Li Pepgawa Neenri
ot

Prgawar Swasta Ll ABRI

|

"
Penuiik Usatn 3

2. Mama Insrarsi Itrapat Perer aan
atau Usaha

2 Alamat jdari Xo.8)
Pera nuhh,
Sne ielas
Lesda Tangan

: DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
. iterreg Tangpal 2... —& ——

NASI yang diberikan :

Lara lelosf NIP: 2 Se DD

an

Tangca Tangan :
0.

Ke

MPSKE yang hiberikan :

Kn rn Nip

—

WALIKOTA PWABUMULIH

RIDHO YAHYA



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR: 8 TAHUN 2015
TANGGAL Nefebuari 2015

FORMIR SURAT KETETAPAN RETRIBI AERAH ISRD)

Nuxoras
ABUMULIH,

PEMERINTAH KOYA PRABUMULIH SKRD
DINAS/ BADAN) BIRO: LSURAT KETETAPAR RETRIBLSI DAERAH) NOMOR URUT
ban aan ana Masa Retribusi: i 01 , | | .
ALAMAT : Tahun :

co.
|

NAMA Po.

ALAMAT
NW E WTW 7 77 P

E
7

NPWRD TN BEA HS DEKDI BEN SIANT DAA

Dengan rincian sebagai berikut: NN Oa . .
.

X9. |

Kode Rekening
... Ners Retnbu:si Daerah NN jumlah (Rp) :2 2.

|

:

, | So -—— Dn ah 2. -
: !
: Pan —a —anan me—nn—

#Jumlah Ketetapan Pokok

Jumlah Sanksi za Bunga AA
0 “&. Kenaikan 0 . |

Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf | 0.
In

PERHATIAN
T.. Kayap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendzahara Prrerimaar
2. Apabila SKRDin tidak etau kurang dibayar setelan lewat weetu naling sama 30 hari sejakSKRDIini diterima

cikengkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 24 per Lalar.

Prabumulih,
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGINA ANGGARAN

NIP.

Ruang Untuk Teraan : Diterarna Olen
!

Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Tempat Pempayarar, i Penyetor
Petugas Penerima | Tanggal |

|
Yarda Tangan... #

|

NamaTerang: ,
'

!

RIDHO YAH



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL :ibfabuar: 2015

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DARAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH ”—| STRD
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI (Surat Taginan Retribusi

:

DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH Daerah) No. Urut
|

Terminal Tipe 8 Jalan Lingkar Timur Kel. Masa Pajak - 0 ANN
. Sukarara Kec. Prabumulih Selatan Kota Tahun '

. Prabumulih 0.

Nama

Alamat |: —

| NPWRD” 3 Pe
Tg! Jatuh Tempo :

,

|

B.

————

. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2605 telah dilakukan penelitian dan / atav :

pemeriksaan atau keterangan lain atas petoksin::an kewajihan :

KodeRek Retribusi:
————

1 1 La

HAN
Na

Yarna Retribusi
Na

:

Il. Dari penetitian dan atau pemeriksaan ter-ebu: #iatas, perhitungan jumlah yang masih ,

harus dibayar adalah sebagai berikut :

t. Retribusi yang kurang dibayar Rp.

5

2. Sanksi Administrasi :
a. BungatPs.5(8)) Rp.

3. Jumtah yang masih harus dibayar ( 1" 23 Rp.

Jengan Huruf

|PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui 3XP atau Kas Oaerah melalui Bendahara Penerimaan
2. Apabila STRO ini tidak atau Kurang Dibayar setelan lewat waktu paling lama 30 hari sejak

STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 24 per bulan.

Fzrabumulih,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN :NFORMATIKA

KOTA PRABUMJUL:H

, Drs. H.SYARIFUDDIN, Ak,. MM :

|
Pembina Utama Muda

N:P.19571010 198303.1.014

m
d

Ataukora PRABUMULIH,

H. RIDHO YA “



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL : ktebuari 2015

“-

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERITAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota

Prabumukh

NwRdO LI CI CLLILLITII CL

Kepaca Yth,

SURAT TEGURAN
Namaar :

Menurat pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi ”)
sebagai berikut :

:

Jenis Retribusi | Tah
Nomor &

——

Tanggal Jatuh Jumlah

ANN
CMS PELNDUS hun

: Tanggal STRD | Tempo ! Tunggakan Rp.

: |

,
: !

& : !

Pa :
NN EN

|

Jumlah !

Jengan hurufi .. ,

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada S3Jdarz agar nzlunasi ,umlah tunggakan dalam
waktu 7 | tujuh | hari sctelah tanggal surat teguran ini.

' Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera
, Melaporkan kepada kami Kabid Pos dan Telematika Dishubkominfo Kota Prabumu:lih.

Prabamutin,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PRABUMULIH

Drs.H.SYARIFUODIN, Ak,. MM
Pernbina Utama Muda

VIP, 19571010 1983C3.1.014 /

MauKoTa PRABUMULIH,

!

Ia
,

H. RIDHO YAHYA

Di



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL : efebvari 2015

FORMULIR SURT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

WALIKOTA PRABUMULIH,

«

H. RIDHO ta

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH SSRD
DINAS, BADAN BIRO: . ISURAT SETORAN RFTRIBIJSI DAERAH) NOMOR U3UT
MAMAT: nana . . Masa Retribusi: si PN: J | i

. Tahun
Pe

NAMA

ALAMAT

NPWRD Pop bi :
|

|

Harap diterima uang sebesar Rp ..

dengan huruf) (

Denganrincian sebagai berikut: Ta

NG. KodeRekening” 1 Jenis Retrihtsi Daerahnaa

amen Lara m2 — ee -.

|

Jumlah (Rp)

Jumlah... . |

IJanp tersebut diterima pada tanggal

Prabumulih,
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERI
BENDAHARA PENERIMA/

MA PEMBANTJI,

NIP

p



LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR: & THUN 2015
TANGGAL : Kefebuari 2015

N

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LBIH BAYAR (SKRDLB)

WALIKOTA PRABIMIULIH,

PEMER:NYAH KOTA PRABUMULIH SKRDLB
L'NAS/ BADANA BIRO : ! (SURAT KETETAPAN R£ETRIRLISI DAERAH

: LEBIH BAYAR!
Masa Retrivusi

NOMOR URUT.

. Tahun . PEN

NAMA . anna

ALAMAT : - anna

NPWRD LCob ialah
Tanggal Jatuh Tempo :

| telah cilakukan pemeriksaan atau keterargan lair atas peressar san kewajiban.
Kode Rekening
Mama #erribusi . . an ——&

IP Ne armeriksaen atau keterangan lain tersebut c. atas. peri turgan umlea iesik bayar sang seharusnya Idak

terujang adalan sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Bp... La

2. Retribusiyang Terutarg Rp pan

3 Kredit Rerrebusi
a. Setoranyang dilakukar Hp
b. Lain-lan Rp
CC Dikurang: Kompensasi ke Takur:

Yang Akar Datang/Hutang
Retribusi Ap

d. Jumiah Fewibusi Yarg Dapat
Dikrcditkan fatb-c) Rp

Ad lumtah Kelebihan Pembayaran Rp
Pakek Resribus: (3d - 7)

5. Sankyi Admuistrasi
e. Bunga (Pasal 2? (2)) &p

6. Jumtah Lebih Bayar Yang Seharusnya Sidak Tiutarg 15 - Le
a) 2 ka
:

.

Dergan Hurt

Prabumulih,
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGG!INA ANGGARAN

NIP

ALAMAT

RIDHO YAH



| Adanun hasil pemeriksaan yang kami lakukan serlampir.
|

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL 16 Febuari 2015

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

IMA

" , DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|

Ba ai Terminal Tipe 8 Jalan Lingkar Timur Ket. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota

Prabumurih

Kan PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

B.

Kepada Yth :

Di

Nomor
Lampiran
Prihal : laporan Pemeriksaan

|

Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor !

Targgal Kami telah membukukan Pemeriksaan lapanganterhadap :

Obiek dan :

No Nama, NPWROD dan Alamat Tyuan ——

No. Lampiran
|

Catatan
Pemeriksaar. .

i

in
'
Demixian untuk menjadi maklum atas perhas'2annya.

Kepala Dinas Perhubungan, Prabumutih,.
Komunikasi Dan
Informatika Wajib Retrbisi Petugas Pemeriksa

Keta Prabumulih

D"s.H.SYARIFUDDIN, Ak,. | Ll | )

MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19571010
198303.2.014

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YA

"3


